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ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang 

Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek 
Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah 
diatur mengenai mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project 
development fund), dan dalam rangka mendukung usaha mewujudkan 
ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak 
nasional serta mengurang1 ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak, 
Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan 
transaksi, dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang 
Minyak melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta 
melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di 
Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara menyediakan fasilitas peny1apan Pembangunan Kilang 
Minyak dan/ atau pendampingan transaksi. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   Perpres No. 146 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 417); Permenkeu RI No. 

265/PMK.08/2015. 
  

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan 
Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur, diubah sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang Pengertian istilah-istilah yang digunakan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 
Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, yaitu 
tentang Dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas untuk 
melaksanakan Fasilitas, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan penugasan khusus 
kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk melaksanakan Fasilitas, mengadakan kerjasama dengan 
Lembaga Internasional dalam rangka pelaksanaan Fasilitas. 
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus. 
Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A dan 
Pasal 16B, yaitu tentang Kerjasama dengan lembaga internasional dan Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya 
mineral ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap proses pemberian 
Fasilitas yang telah dilakukan clan dokumen yang telah diterbitkan sebelum 



berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk proses 
selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
ini. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan 

diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2016. 
 

 


